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Abstract. Aceh Reintegration Boards based in the city of Banda Aceh and the extension of subordination at the 
district level is carried out by the Aceh Reintegration Agency implementing unit (SATPEL-BRA) in accordance 
with what is stated in Aceh Qanun Number 6 of 2015 concerning the Aceh Reintegration Agency article 1 number 
15 which reads Reintegration Agency Implementing Unit Aceh Regency/City, hereinafter referred to as the BRA 
Regency/City Unit. The aim of this research is to find out the performance of SATPEL-BRA in Kab. Aceh is 
currently carrying out its main duties and functions in maintaining peace in Aceh, especially in the District. 
Central Aceh, the method used is descriptive qualitative by describing it in a detailed manner and data collection 
is carried out by in-depth interviews. The results of this research regarding the fulfillment of rights and the touch 
of programs have apparently not been effective enough, although various efforts have been made to improve the 
welfare of GAM combatants, political prisoners and political prisoners, but they have not been effective enough 
in terms of fulfilling justice for victims affected by the Aceh conflict, for example there are still cases Conflict 
victims still do not receive assistance from BRA, this is due to factors and obstacles such as limited budgets which 
hinder the optimal implementation of programs and activities. Lack of coordination between various related 
parties, both internal and external, causes inefficiency in carrying out tasks. Resistance from several parties to 
proposed changes or new innovations can hinder development and performance improvement. The policies taken 
by the central and regional governments greatly influence BRA's performance because the budget for the District 
Implementation Unit. Cities depend on whether or not there is a budget provided by the local government. 
 
Keywords: Aceh Reintegration Board, Implementation Unit, Program Satuan Pelaksana Badan Reintegrasi Aceh, 
Program 
 
Abstrak. Badan Reintegrasi Aceh berkedudukan di Kota Banda Aceh subordinasi pada tingkat kabupaten 
dilakukan oleh satuan pelaksana Badan Reintegrasi Aceh (SATPEL-BRA) sesuai dengan yang tertuang dalam 
Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015 tentang Aceh Badan Reintegrasi pasal 1 angka 15 yang berbunyi Unit 
Pelaksana Badan Reintegrasi Kabupaten/Kota Aceh, selanjutnya disebut Unit BRA Kabupaten/Kota. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja SATPEL-BRA di Kab. Aceh Tengah saat ini menjalankan tugas 
pokok dan fungsinya dalam menjaga perdamaian di Aceh, metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif 
dengan cara menguraikannya secara rinci dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam. Hasil 
penelitian mengenai pemenuhan hak dan sentuhan program ternyata belum cukup efektif, meskipun berbagai 
upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan kombatan, tapol, dan tapol GAM, namun belum cukup 
efektif dalam meningkatkan kesejahteraan kombatan, tapol, dan tapol GAM. dalam hal pemenuhan keadilan bagi 
korban konflik aceh, , hal ini disebabkan oleh faktor dan kendala seperti keterbatasan anggaran sehingga 
menghambat optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan. Kurangnya koordinasi antar berbagai pihak terkait 
baik internal maupun eksternal menyebabkan terjadinya ketidakefisienan dalam pelaksanaan tugas. Penolakan 
beberapa pihak terhadap usulan perubahan atau inovasi baru dapat menghambat pembangunan dan peningkatan 
kinerja. Kebijakan yang diambil pemerintah pusat dan daerah sangat mempengaruhi kinerja BRA karena anggaran 
untuk Unit Pelaksana Kabupaten/Kota bergantung pada ada atau tidaknya anggaran yang disediakan oleh 
pemerintah daerah. 
 
Kata kunci: Satuan Pelaksana Badan Reintegrasi Aceh, Program 
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1. LATAR BELAKANG 

Setelah penandatanganan Nota Kesepahaman antara Republik Indonesia Reintegrasi 

sangat membutuhkan peran suatu lembaga untuk menangani terjadinyan proses reintegrasi. 

Sebagaimana tercantum dalam MoU Helsinki, dalam poin 3.2.3 “Pemerintah RI dan 

Pemerintah Aceh akan melakukan upaya untuk membantu orang-orang yang terlibat dalam 

kegiatan GAM guna memperlancar reintegrasi mereka kedalam masyarakat. Langkah-langkah 

tersebut mencakup pemberian kemudahan ekonomi bagi mantan pasukan GAM, tahanan 

politik yang telah memperoleh amnesti dan masyarakat yang terkena dampak.  

Dalam rangka pemenuhan butir-butir MoU serta menjaga perdamaian Aceh yang abadi, 

maka dibentuklah lembaga Badan Reintegrasi Aceh berpusat di kota banda aceh dan 

perpanjangan subordinasi di tingkat kabupaten dilaksanakan oleh satuan pelaksana Badan 

Reintegrasi Aceh (SATPEL-BRA) sesuai yang termaktub dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 

2015 Tentang Badan Reintegrasi Aceh pasal 1 angka 15 yang berbunyi Satuan Pelaksana 

Badan Reintegrasi Aceh Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Satpel BRA 

Kabupaten/Kota.  Dalam pelaksanaan program Reintegrasi dan Penguatan Perdamaian Aceh 

yang berdasarkan : keislaman, kemanusiaan, keadilan,  Kesamaan Kedudukan dalam Hukum 

dan Pemerintahan;  Keseimbangan, Keselarasan, dan Keserasian; Ketertiban dan Kepastian 

Hukum; Kebersamaan  ;dibentuklah Badan Reintegrasi Aceh (BRA) yang bertujuan untuk 

perberdayaan ekonomi bagi kelompok korban konflik dan untuk memberikan bantuan sosial 

bagi masyarakat yang terlibat dalam konflik. Berdasarkan pengamatan sementara ternyata 

masih ada butir MoU yang belum dituntaskan seperti Pembagian Lahan Tanah untuk 

Masyarakat korban konflik, Mantan Eks Kombatan dan Narapidana Politik/Tahanan Politik 

di wilayah Kab. Aceh Tengah, dan peneliti ingin mengetahui lebih lanjut. Berdasarkan hal di 

atas peneliti ingin lebih mengetahui tentang peranan SATPEL B.R.A Aceh Tengah. 

 

2. KAJIAN TEORITIS 

Kinerja bersasal dari kata job performance atau actual performance yang berarti prestasi 

kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang.  pengertian kinerja (prestasi 

kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan 

dalam melaksanakan fungsingya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Cardy (James dan Nelson, 2009: 195) mengatakan, performance  management is process of 

defining, measuring, appraising, providing feedback on, and improving performance. Dari 

pengertian ini dapat diuraikan bahwa mengelola kinerja sebaiknya dilakukan secara kolaboratif 
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dan kooperatif antara  pegawai, pemimpin, dan organisasi, melalui pemahaman dan penjelasan 

kinerja  dalam suatu kerangka kerja atas tujuan-tujuan terencana, standar dan kompetensi  yang 

disetujui bersama. Manajemen kinerja bersifat menyeluruh dan menjamah semua elemen, 

unsur atau input yang harus didayagunakan oleh organisasi untuk meningkatkan kinerja 

organisasi. Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan  dikonfirmasikan kepada 

pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil  individu dihubungkan dengan visi 

yang diemban suatu organisasi, serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu 

kebijakan operasional. Gibson  mendefenisikan kinerja (performance) sebagai’. . .is consideret 

to be a multiplicative function of motivation (the force) and ability.” Kinerja juga  diartikan 

sebagai  suatu pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seseorang. Kinerja adalah catatan 

mengenai akibat akibat yang dihasilkan pada fungsi pekerjaan atau aktifitas selama periode 

tertentu yang berhubungan dengan tujuan organisasi. Kinerja seseorang merupakan gabungan 

dari kemampuan, usaha, dan kesempatan yang dapat diukur dari akibat yang dihasilkan. Oleh 

karena itu kinerja bukan menyangkut karakteristik pribadi yang ditunjukan oleh seseorang 

melalui hasil kerja yang telah dan akan dilakukan seseorang. Berdasarkan pendapat Wirawan 

(2009:56) bahwa kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan 

selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai 

kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan 

terlebih dahulu telah disepakati bersama. McGregor (2007: 28) berpendapat bahwa setiap 

karyawan mau bekerja giat sesuai dengan harapan. Daya penggerak yang memotivasi semangat 

kerja terkandung  dari harapan yang akan diperolehnya. Jika harapan menjadi kenyataan maka 

karyawan cenderung akan menigkatkan kualitas kerjanya, begitu pula sebaliknya. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan  kualitatif. Penelitian 

ini memberikan gambaran dan penjelasan yang tepat mengenai keadaan atau gejala yang 

dihadapi. Menurut Sugiyono (2020:9) metode penelitian kualitatif merupakan metode 

penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti 

adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari beberapa narasumber diantaraya : Ketua 

Satuan Pelaksana Badan Rintegrasi Kab. Aceh Tengah, 1 Orang, Bidang Perencanaan / 

program : 1 orang, dan 2 Staf SATPEL-BRA Kab. Aceh Tengah 
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Badan Reintegrasi Aceh (singkatan: BRA) atau Badan Reintegrasi Damai Aceh 

adalah lembaga resmi pemerintah yang mengurus masalah reintegrasi dalam proses 

perdamaian di Aceh. Didirikan pada tanggal 15 Februari 2006 dengan SK Gubernur Aceh. 

BRA memiliki struktur di tingkat provinsi dan kabupaten. BRA juga memiliki perwakilan-

perwakilan dari Pemerintah, GAM, masyarakat sipil dan cendikiawan. BRA juga 

bekerjasama erat dengan lembaga-lembaga donor internasional dalam merencanakan dan 

melaksanakan program-program reintegrasi pasca konflik.  

Ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015 tentang BRA sebagaimana yang sudah 

ditetapkan bahwa BRA ini lahir sebagai bagian dari penyelesaikan konflik di Aceh secara 

menyeluruh dan berkelanjutan. Salah satu bentuk penyelesaian konflik Aceh ini adalah dengan 

dibentuknya BRA. 

Transformasi upaya BRA di dalam mengembalikan kombatan dan korban konflik 

lainnya ke dalam masyarakat sipil secara utuh dan tanpa ada stigmatisasi negatif. Di samping 

itu, BRA juga bisa dan memiliki tugas untuk mengubah agar bentuk memperjuangkan hak-hak 

warga masyarakat Aceh tidak harus dengan melakukan gerakan pemberontakan, ataupun 

tergabung dalam gerakan separatis. Namun, bisa dilakukan melalui langkah politik praktis. Hal 

ini sejalan dengan keterangan Elwin Sari selaku ketua bidang perencanaan dan program 

“bahwa mantan kombatan GAM yang mendeklarasikan partai politik lokal (Partai Aceh) 

sebagai transformasi perjuangan dari gerakan bersenjata ke perjuangan politik”. Dengan 

begitu, BRA ini hadir salah satunya untuk mewujudkan keadilan bagi para korban konflik, 

secara khusus kepada kombatan GAM, tapol, dan napol. Selama ini keadilan dan kewenangan 

pemerintahan yang selalu menjadi “Dasar Konflik’’ antara GAM dengan pemerintah RI. 

Kehadiran BRA disambut baik oleh masyarakat dan berlaku di tengah-tengah masyarakat Aceh 

dipandang cukup penting. 

Satuan Pelaksana Badan Reintegrasi Aceh Kab. aceh Tengah memiliki peran dan fungsi 

yang besar bagi pemenuhan keadilan bagi korban konflik. Secara prinsip fungsi BRA dalam 

Pasal 13 yaitu : 

a) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan perumusan kebijakan 

umum dalam bidang Penguatan Perdamaian Aceh, 

b) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kegiatan Reintegrasi dan rekonsiliasi; 

c) Pengkoordinasian dan pelaksanaan perbaikan ekonomi; 

d) Pengkoordinasian dan pelaksanaan pemberdayaan dan bantuan sosial; 
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e) Pengkoordinasian dan pelaksanaan rehabilitasi kesehatan fisik, mental, dan 

psikososial; 

f) Pengoordinasian dan pelaksanaan penyediaan lahan pertanian 

dan lapangan pekerjaan; 

g) Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemulihan hak sipil, hak politik hak 

ekonomi dan sosial budaya; 

h) Penglibatan masyarakat dalam mitigasi dan pencegahan konflik; 

i) Pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi pengarusutamaan perdamaian pada SK PA 

dan Pemerintah Kabupaten/Kota. 

j) Sosialisasi dan monitoring pelaksanaan MoU Helsinki; 

k) Pengintegrasian dan sinkronisasi perdamaian dalam program pembangunan 

Aceh; 

Secara praktis, fungsi BRA yang sudah dimanifestasikan secara baik dalam bidang dan 

lingkup reintegrasi kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), tahanan politik (tapol) dan 

narapidana politik (napol) dan masyarakat imbas konflik. Upaya reintegrasi tersebut 

dimaksudkan untuk bisa mengurangi stigmatisasi sebagai orang yang pernah membelok dari 

pemerintah. Stigmatisasi tersebut dapat dihilangkan dan bisa membentuk tatanan kehidupan 

yang baru bagi tiga kelompok tersebut (kombatan, tapol/napol dan masyarakat imbas konflik) 

melalui upaya reintegrasi. 

Menurut Rajali, selaku ketua Satuan Pelaksana Badan Reintegrasi Aceh Upaya untuk 

pemenuhan reintegrasi tersebut sering sekali terkendala karena tidak adanya post anggaran 

khusus untuk BRA yang berada di kabupaten Aceh Tengah sementara penugasan dari BRA 

pusat sebagai koordinasi terus bertumpuk termasuk penyleseaian lahan untuk Mantan 

Kombatan, Masyarakat imbas konflik Tapol dan Napol. 

Dari hasil wawancara diatas dituliskan bahwa Kelemahan Satuan Pelaksana Badan 

Reintegrasi Aceh Kab. Aceh Tengah adalah tidak adanya anggaran khusus yang diatur dalam 

Nomenklatur Kebijakan Pemerintah Provinsi Aceh. Namun jika kita melihat Qanun Nomor 6 

Tahun 2015 tentang BRA sebagaimana yang sudah ditetapkan bahwa BRA ini lahir sebagai 

bagian dari penyelesaikan konflik di Aceh secara menyeluruh dan berkelanjutan. Didalamnya 

untuk wilayah kabupaten/kota mengajukan anggaran dan fasilitas kepada kepala daerah 

sebagai keterwakilannya. Mensiasati kebijakan ini Satpel Kab. Aceh Tengah mengajukan 

Permohonan anggaran kepada pemerintah daerah sering kali ditolak dengan alasan daerah 

tidak cukup anggaran untuk mendanai program tersebut dan pada akhirnya sering sekali 

Satuan pelaksana Badan Reintegrasi Aceh di tingkat kabupaten tidak ada kegiatan dan tidak 
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dapat berupaya untuk menjalan tugas pokok dan fungsinya, termasuk upaya penyelesaian 

lahan atau tanah kosong yang ada di daerah tentunya untuk mensurvei lahan tersebut 

membutuhkan fasilitas dan anggaran yang memadai belum lagi apabila tanah tersebut dalam 

kawasan tanah negara atau hutan lindung maka penurunan status tanah harus dilakukan 

dengan koordinasi. Bagaimana mungkin ini dapat dilaksanakan tanpa adanya anggaran yang 

memadai. 

Upaya yang dilakukan untuk melakukan perbaikan ekonomi terhadap masyarakat 

korban konflik, melakukan rehabilitasi dan memberikan peluang kerja dan penyediaan lahan 

bertujuan untuk menciptakan dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat korban konflik, 

seperti kombatan GAM, tahanan politik dan narapidana politik.  

Berdasarkan hasil temuan data dan wawancara maka dapat diuraikan diantarnaya 

sebagai berikut :  

Keterbatasan Anggaran: Anggaran yang terbatas menghambat pelaksanaan program 

dan kegiatan yang optimal. Hal ini berdampak pada pemeliharaan fasilitas dan penyediaan 

sumber daya yang memadai. 

Kurangnya Sumber Daya Manusia: Keterbatasan jumlah dan kualitas tenaga kerja yang 

tersedia menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif. Hal ini termasuk kurangnya 

tenaga teknis yang terampil. 

Birokrasi yang Rumit: Proses birokrasi yang panjang dan kompleks seringkali 

memperlambat pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. 

Kurangnya Sarana dan Prasarana: Fasilitas yang tidak memadai, seperti peralatan yang 

usang atau tidak tersedia, menghambat kinerja dan efektivitas operasiona. 

Koordinasi yang Lemah: Kurangnya koordinasi antara berbagai pihak terkait, baik 

internal maupun eksternal, menyebabkan ketidakefisienan dalam pelaksanaan tugas. 

Resistensi terhadap Perubahan: Adanya resistensi dari beberapa pihak terhadap 

perubahan atau inovasi baru yang diusulkan dapat menghambat perkembangan dan 

peningkatan kinerja. 

Kebijakan Pemerintah: Kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat dan daerah 

sangat mempengaruhi kinerja BRA. Kebijakan ini mencakup alokasi anggaran, prioritas 

program, dan regulasi yang harus diikuti. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan pembahasan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, Dalam pelaksanaan 

program Reintegrasi dan Penguatan Perdamaian Aceh kinerja satuan pelaksana Badan 
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Reintegrasi Aceh belum dapat dikatakan maksimal dikarenakan lemahnya system 

penganggaran yang menghambat kinerja Satuan Pelaksana Kabupaten Aceh Tengah, 

sehingga berimplikasi pada tidak jalannya program kerja yang telah direncanakan sesuai 

amanat yang tertuang dalam Ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015 tentang BRA.  

Saran dalam penelitian ini adalah, harus ada kebijakan pemerintah Provinsi Aceh yang 

bersifat tegas terkait nominal atau persentase jumlah anggaran untuk satuan pelaksana Badan 

Reintegrasi Aceh Kabupaten Aceh tengah yang disesukan dengan Perencanaan dan 

Penganggaran  dengan menggunakan dokumen perencanaan strategis (Renstra) yang disusun 

setiap lima tahun untuk menentukan visi, misi, tujuan, dan sasaran program. 
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Catatan Kaki 
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Penempatan Tabel 

Tabel 1. Frekuensi Umur dalam tahun 

 

 
 

Sumber: SOSHUMDIK (2022). 
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Penempatan Gambar 

 
Keterangan: Gambar harus jelas dan fix (tidak pecah). 
Sumber: SOSHUMDIK (2022). 

 
Gambar 1. Grafik pengunjung pada suatu website 

 
Cara penulisan referensi di dalam naskah 
Penulisan sitasi (body notes) sesuai dengan standar American Psychological Association (APA) 6th Edition. 
Berikut ini adalah contoh sitasi di dalam sebuah paragraf yang mengacu pada contoh daftar referensi di atas: 
 

Sebagaimana yang tertera dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 

1 tentang Sistem Pendidikan nasional dinyatakan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekutan spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. (Sukmadinata, 2009) 

 Refleksi diartikan sebagai berpikir mengenai pengalaman sendiri dari amsa lalu atau 

mawas diri. Refleksi dilakukan oleh siswa setelah melaksanakan berbagai kegiatan dalam 

bentuk pengalaman belajar. Siswa antara satu dengan lainnya melakukan analisis, pemaknaan, 

penjelasan, penyipulan, dan tindak lanjut dari pengalaman belajar yang dilalui (Rusman, 2011). 


